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Abstrak

Sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang strategis, Indonesia telah mencanangkan konsep
poros maritim dunia sebagai agenda resmi pemerintah. Tulisan ini membahas tentang kondisi perairan
Indonesia, perkembangan lingkungan strategis di tingkat global maupun kawasan, potensi ancaman yang ada
serta strategi pertahanan laut yang dapat diterapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan
analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menyeleksi lebih dulu data primer
yang diperoleh, dan kemudian melengkapinya dengan dengan data sekunder serta informasi yang diperoleh
melalui penelusuran internet. Hasil penelitian mengungkap beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup
kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang datang dari
meningkatnya ketegangan dan eskalasi konflik di Laut Cina Selatan, serta dari beragam kejahatan transnasional.
Dalam hal konflik di Laut Cina Selatan, diperlukan cara yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan strategi
penangkalan dengan menyusun dan memperkuat strategi pertahanan laut dengan membentuk komponen utama
melalui restrukturisasi kementrian dan lembaga terkait berdasarkan aspek militer, politik, ekonomi, sipil, dan
informasi, dimana strategi ini bergantung pada eskalasi konflik yang terjadi dan penggunaan kekuatan militer
negara di wilayah yang disengketakan.

Kata kunci: Strategi, pertahanan, ancaman, keamanan

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim sekaligus
negara kepulauanmemiliki laut yang sangat luas
dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari
perairan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia
memilikilebih dari 13 ribupulau yang tersebar di
wilayah laut seluas 5,8 juta km persegi, serta
memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kmsebagai
salah satu garis pantai terpanjang di dunia(Dahuri,
2014). Posisi negara Indonesia yang terletak di antara
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta benua
Asia dan Australia memberikan keuntungan secara
geografis, dimana kondisi tersebut menjadi sangat
potensial jika dapat dioptimalkan karenakondisi
geografis tersebut akan mengarah pada terwujudnya
aktivitas pelayaran yang ramai di wilayah Indonesia
dengan sendirinya. Sedangkan bagi Indonesia,
pentingnya aktivitas pelayaran tentunya disebabkan
oleh posisi, luas wilayah laut, serta bentuk
geografisnya. Posisi Indonesia yang strategis berada
dalam persilangan jalur perdagangan dunia, membuat
Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar
untuk mengembangkan perekonomiannya, selain itu
perairan Indonesia yang merupakan bagian dari sea
lines of communication (SLOC) bagi pelayaran
internasional, memiliki arti yang penting bagi
komunitas pengguna laut didunia (Till, 2009). Status
Indonesia sebagai negara kepulauan juga harus bisa
mengakomodir  kepentingan  pelayaran  dan
penerbangan internasional yang akan melalui
perairan laut teritorialnya.Semua fakta tersebut dapat
diartikan jika Indonesia mampu memanfaatkan dan

mengelola peluang di wilayah lautnya, maka akan
mendatangkan keuntungan bagi masyarakatnya. Di
sisi lain, apabila Indonesia tidak mampu mengelola
dan mengantisipasi kerawanan yang ada, akan timbul
potensi ancaman dan gangguan di dan lewat laut
yang dapat mempengaruhi pertahanan negara.

Pada tahun 2014, pemerintahan presiden
Jokowi mencanangkan visi Indonesia sebagai poros
maritim dunia (PMD), yang diteruskan dengan
memasukkan agenda tersebut dalam sembilan agenda
pembangunan nasional. Selain itu, sejumlah RUU
yang terkait dengan agenda tersebut juga telah
dirancang seperti RUU pembangunan infrastruktur
dan transportasi laut serta beberapa RUU lainnya,
konsep pengembangan tol laut sebagai salah satu
solusi untuk menghubungkan satu pulau dengan
pulau lainnya pun telah digagas sebagai tindak lanjut.
Semua hal tersebut dilakukan untuk mengubah cara
pandang terhadap laut yang selama ini dianggap
sebagai pemisah menjadi laut sebagai penyatu dari
wilayah-wilayah yang terpisah. Dalam kaitannya
dengan perkembangan kawasan yang sangat dinamis,
pentingnya strategi pertahanan laut di wilayah
Indonesia menjadi isu yang menarik untuk dibahas,
baik mengenai perairan di dalam wilayah Indonesia
seperti alur laut kepulauan Indonesia, maupun
perairan di batas-batas luar wilayah Indonesia.
Gagasan mengenai poros maritim dunia harus bisa
menjadi konsep utama yang mendasari pembangunan
Indonesia  dari  sektor kemaritiman.  Strategi
pertahanan laut merupakan bagian dari strategi
pertahanan nasional, dimana permasalahan mengenai
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potensi konflik, energi, ekonomi merupakan hal yang
mutlak dan harus dipertahankan, dan sebagai negara
yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut,
sudah sepatutnya sektor kemaritiman memperoleh
perhatian lebih dari para pembuat kebijakan.Menurut
Geoffrey Till, laut memiliki empat fungsi utama yang
dapat memberikan keuntungan bagi negara pada
masa damai maupun perang(2013). Pertama, laut
merupakan tempat berkumpulnya sumber daya, baik
hayati maupun energi, yang berperan penting bagi
negara. Kedua, laut sebagai jalur transportasi dan
perdagangan yang merupakan unsur penghubung
utama dari aktivitas perdagangan serta merupakan
bagian dari globalisasi yang dianggap dapat
meningkatkan perdamaian dan kemakmuran. Ketiga,
laut sebagai media informasi dan penyebaran ide,
dimana meningkatnya arus aliran barang seringkali
diikuti dengan pertukaran informasi atau ilmu
pengetahuan baru dari berbagai belahan dunia.
Terkait dengan hal ini, saat ini fungsi tersebut telah
tergeser oleh perkembangan teknologi informasi.
Keempat, laut sebagai atribut kekuasaan dimana
negara menggunakan laut sebagai instrumen dalam
upaya memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam
bidang kemaritiman, aspek pertahanan dalam strategi
pertahanan laut menekankan pada pentingnya
kemampuan dalam peperangan sebagai bagian dari
strategi  bidang maritim secara  keseluruhan.
Perkembangan dalam bidang peperangan laut telah
mengalami kemajuan pesat sebagai akibat dari
kemajuan teknologi di bidang pertahanan. Saat ini
telah muncul beberapa teknologi baru yang mungkin
dapat digunakan pada peperangan di masa
mendatang, seperti adanya pesawat tempur, kapal
selam, kapal permukaan maupun rudal jarak jauh
dengan teknologi terbaru. Till berpendapat bahwa
perkembangan teknologi juga akan berpengaruh
terhadap perubahan arah strategi maritim (2005), di
sisi lain terdapat kondisi-kondisi utama yang
berpengaruh terhadap negara maritim seperti posisi
geografis, tata ruang fisik, luas wilayah, jumlah
penduduk, karakter ~masyarakat dan karakter
pemerintahannya (Mahan, 1889). Mahan berpendapat
bahwa negara yang memiliki keuntungan dalam hal
alam dan posisi strategis semestinya bisa
memanfaatkan kelebihan tersebut untuk mencapai
keunggulan kekuatan laut negara tersebut, dimana
pendapat tersebut sesuai dengan karakter militer
sebagai bagian dari kekuatan laut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode kualitatif dan pendekatan
fenomenologi dengan tujuan untuk memahami
fenomena yang ada untuk kemudian disajikan secara
deskriptif. Pendekatan fenomenologi merupakan cara
dimana penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi
hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena
tertentu(Creswell, 2012). Penelitian kualitatif terdiri
dari tiga tahap. Yang pertama dimulai dengan

mengumpulkan, menelaah, dan mereduksi seluruh
data yang didapatkan dari berbagai sumber untuk
dianalisis. Tahap kedua adalahpenyajian data yang
sudah direduksi dan dianalisis untuk dijadikan dasar
bagi langkah selanjutnya untuk melakukan analisis
atau membuat kesimpulan, dan penarikan kesimpulan
merupakan tahap ketign ~ dalam proses
analisis(Sugiyono, 2018). Tipe penelitian kualitatif
dalam tulisan ini berfokus pada menjelaskan suatu
fenomena. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan
teknik analisis data bertipe eksplanatif dimana tulisan
ini bermaksud untuk membuat penjelasan secara
faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena
tertentu. Cara memperoleh data dalam penelitian ini
adalah dengan studi kepustakaan dari berbagai
sumber seperti dokumen resmi, jurnal, buku, dan

halaman website. Selain itu, dilakukan juga
pengamatan terhadap fenomena yang terjadi
sehubungan dengan perkembangan situasi

perkembangan lingkungan baik domestik, regional,
maupun global.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Globalisasi dan Banglingstra

Globalisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah
proses atau serangkaian proses lintas wilayah yang
menyebabkan meningkatnya kecairan dan tumbuhnya
arus manusia, benda, tempat, dan informasi multi
arah (Ritzer, 2006). Secara alamiah globalisasi
merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari dan
membuat kabur batas geografis suatu negara, dimana
globalisasi menyebabkan negara-negara menjadi
tanpa batas dan ada sebab serta akibat yang muncul
dari pola interaksi tanpa sekat dan batasan geografis.
Rosenberg berpendapat bahwa globalisasi terbangun
dari elemen-elemen seperti ekonomi, sosial, politik,
kultur, diplomasi, dan militer yang memiliki konteks
dan keterhubungan yang unik(2005). Sejak awal abad
21, tercatat adanya peningkatan fenomena globalisasi
pada industri pertahanan yang nampak semakin
menguat sejak tahun 80an. Hal tersebut ditandai
dengan adanya kecenderungan yang cukup signifikan
dalam intensitas kerjasama antar negara dalam
pembangunan industri pertahanan mereka (Caverley,
2007). Dalam era perkembangan teknologi saat ini,
teknologi pertahanan dengan kemampuan siluman
dan persenjataan nirawak sepertiUnmaned Aerial
Vehicle (UAV) atau Autonomous Underwater
Vehicle (AUV)merupakan produk-produk yang
menjadi andalan dalam industri pertahanan di negara-
negara maju. Secara lebih lanjut, perubahan teknologi
yang drastis dan cepat, yang muncul pada era
Revolusi Industri 4.0, memaksa militer beradaptasi
lebih cepat dan berevolusi untuk melakukan
perubahan besar. Hal ini membuat kondisi yang
berhadapan dengan dinamika lingkungan strategis
dan perubahan geopolitik(Octavian, 2019). Kemajuan
teknologi dan strategi pertahanan yang demikian
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memaknai arti pertahanan dan keamanan nasional.
Dalam dua dekade terakhir, kondisi lingkungan
strategis di kawasan Asia Pasifik telah menunjukkan
perkembangan yang dinamis, bahkan jauh lebih
dinamis dibandingkan kawasan lain di dunia, baik
dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan.
Perkembangan tersebut terlihat dari pertumbuhan
ekonomi yang terus berlangsung di saat kawasan lain
di dunia tengan mengalami resesi ekonomi. Hal ini
mengakibatkanpergeseran  sektor  perkembangan
perekonomian dunia dari negara-negara di kawasan
Eropa ke negara-negara di kawasan Asia.
Sehubungan dengan Indonesia, distribusi dari sekitar
75 persen komoditi yang diperdagangkan dikirim
melalui laut dengan menggunakan wilayah perairan
Indonesia, khususnya melalui perairan seperti Selat
Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat
Sunda, serta LautArafuru, dan laut-laut Indonesia
lainnya, dan diperkirakan nilai perdagangan tersebut
secara keseluruhan mencapai US$ 1.500 trilyun
setiap  tahunnya(Warsito,  2014).  Tingginya
pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya hubungan
internasional antar negara, baik yang berasal dari
negara di dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara
yang memiliki kepentingan, menjadikan kedudukan
Indonesia semakin penting. Di sisi lain, dinamika
ekonomi dan politik yang terjadi di dalam kawasan
ini turut memberikan kontribusi potensi ancaman
terhadap stabilitas keamanan Indonesia, yang telah
muncul sebagai sebuah negara dengan pengaruh
besar secara regional, yang dapat diharapkan dapat
menjadi sebuah negara dengan kekuatan menengah
pada abad 21(Polling, 2013).Seiring dengan visi
Indonesia  sebagai PMD, pemerintah telah
berkomitmen agar Indonesia secara langsung turut
berkepentingan untuk berperan menentukan masa
depan kawasan Pasifik dan Samudra Hindia, dimana
Indonesia menginginkan situasi Samudra Hindia dan
Samudra Pasifik tetap damai dan aman bagi
perdagangan dunia, dan tidak dijadikan ajang
perebutan sumber daya alam, sengketa wilayah
wilayah, dan kompetisi supremasi maritim (Setkab,
2014). Gagasan PMD sendiri pada dasarnya
merupakan bentuk dari kesadaran akan posisi
strategis yang dimiliki Indonesia sebagai bagian dari
jalur perdagangan dunia (SLOT) serta jalur
komunikasi dan perhubungan dunia (SLOC) yang
sudah ada sejak lama. Sebagai jalur perdagangan
dunia,Indonesia juga mendapatkan perhatian lebih
dari negara-negara pengguna laut karena di Indonesia
terdapat tiga choke point yang terletak di tiga alur
laut kepulauan Indonesia(ALKI), yaitu Selat Malaka,
Selat Sunda, dan Selat Lombok.Visi Indonesia
sebagai PMD tersebut selaras dengan pemikiran
Mahan, dimana pemerintah saat ini tengah berupaya
mengembalikan Kkarakter pemerintahan dan rakyat
agar bercorak maritim dengan melaksanakan
program-programpembangunan ekonomi dan politik
yang berkarakter maritim, yang berdasarkan modal
dasar kondisi geografis serta populasi penduduk

Indonesia yang besarjumlahnya. Sebagai
konsekuensi, visi dari PMD juga menuntut
kemampuan Indonesia untuk mengontrol, melakukan
pengawasan, serta menjaga keamanan wilayah
maritim (UNCLOS, 1982). Kondisi keamanan dan
stabilitas maritim sendiri memiliki pengertian
kegiatan baik sipil maupun militer yang dilakukan
untuk mengurangi risiko terjadinya kegiatan ilegal
dan ancaman dalam domain maritim, melalui upaya
penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga
negara dan kepentingan nasional (Srenal, 2015),
sehingga peningkatan kemampuan institusi maritim
yang berwenang berfungsi untuk menegakkan
kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia serta
menunjukkan keseriusan pemerintah  Indonesia
terhadap perlindungan wilayah maritim dan juga
perlindungan kedaulatan laut Indonesia.
Ancaman Maritim Indonesia

Seiring dengan perkembangan jaman, bentuk
dan pola ancaman terhadap suatu negara telah
mengalami perubahan. Ancaman terhadap suatu
negara saat ini tidak hanya berbentuk agresi militer
atau perang terbuka dari negara lain, namun potensi
ancaman saat ini telah berevolusi dengan melibatkan
aktor non negara (Krahmann, 2005). Berdasarkan
BPPI tahun 2015, ancaman dibagi menjadi dua, yaitu
ancaman nyata dan ancaman belum nyata (2015).
Salah satu ancaman nyata terhadap keamanan global
adalah kejahatan lintas negara yang dipandang
sebagaiancaman serius dan menjadikan kerawanan
bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.
Dalam UU No. 5 Tahun 2009 tentang pengesahan
United Nations Convention Against Transnational
Organized Crimes, disebutkan sejumlah kejahatan
yang termasuk dalam kejahatan lintas negara, yaitu
pencucian uang, korupsi, perdagangan satwa dan
tumbuhan illegal, perdagangan manusia, dan
penyelundupan migran. Berdasarkan trend yang ada,
saat ini terdapat beberapa jenis kejahatan lintas
negara yang marak di Indonesia, diantaranya adalah
perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang,
perdagangan manusia, perompakan laut,
penyelundupan senjata, pencucian uang, serta
terorisme(BPPI, 2015), dimana semua ancaman
kejahatan lintas negara tersebut berpotensi masuk
dari ataupun terjadi di wilayah laut dikarenakan
posisi Indonesia yang sangat terbuka.Ancaman
keamanan maritim yangdihadapi Indonesia pada
akhirnya akan menjadi permasalahan bersama di
kawasan AsiaTenggara atau sebaliknya, yang dapat
berkembang menjadi masalah bagi pertahanan
dankeamanan, baik di tingkat nasional, regional
maupun global.Selain itu, isu maritim regional yang
terus berkembang saat ini adalah permasalahan klaim
Laut Cina Selatan (LCS) oleh Cina. Implikasi
konflik yang terjadi muncul dari perkembangan
konflik LCS yang belum teratasi dan bahkan terus
mengalami eskalasi ketegangan, sehingga negara
yang tidak mampu menerapkan  kebijakan
strategisnya di kawasan tersebutjuga akankehilangan
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kepentingan  strategisnya. Saat ini, kondisi
lingkungan strategis yang berkembang di kawasandi
antaranya adalah ketergantungan ekonomi dari
negara-negara anggota ASEAN terhadap Cina,
dimana Cina merupakan negara yang mampu
memanfaatkankondisi tersebut hingga membuatnya
leluasa untuk beraktivitas di wilayah yang menjadi
sengketa(Meidi, 2014). Cina tampak leluasa dalam
membangundan mengembangkan pangkalan militer
diKepulauan Spratly dan Paracel(Hannah, 2018),
walaupun seperti diketahui dunia internasional bahwa
hal tersebut illegal karena pulau-pulau tersebut masih
dalam status sengketa. Potensi ancaman lain yang
muncul adalah meningkatnya ketegangan diantara
negara yang bersengketa dan perlombaan untuk
saling memperkuat kemampuan militernya di dalam
kawasan. Sebagai contoh adalah Filipina yang
melakukan modernisasi militernya pada tahun
dengan membeli alutsista dari Rusia (Mogato, 2017)
dan juga Vietnam yang meningkatkan kapabilitas
militernya dengan membeli kapal-kapal patroli dari
India yang diyakini dilakukan untuk menjaga wilayah
laut yang disengketakan dari dominasi Cina (Joshi,
2016). Jika dilihat dari dampaknya di masa
mendatang, konflik LCS perlu mendapat prioritas
dalam memprediksi arah ancaman, karena situasi
konflik yang terjadi dapat berdampak secara luas
terhadap kawasan dengan tidak mengesampingkan
ancaman kejahatan lintas negara yang datang dari
terorisme, pencurian dan pembajakan kapal, serta
illegal fishing, bersama-sama dengan ancaman
keamanan yang datang dari intervensi asing. Dalam
masalah LCS, situasi yang berkembang di
kawasanmuncul dari intervensi Amerika Serikat (AS)
terhadap kawasan LCS, dimana ASterlihat sangat
proaktif dalam menentang kebijakan Tiongkok di
LCS(US DoD, 2012). Kepentingan AS untuk
menempatkanpangkalan militernya di Asia Timur
dan Tenggara tentu berkaitan dengan
nationbuildingmereka, selain untuk menekan Korea
Utara dalam program denuklirisasi, dan sekaligus
untuk  mengimbangi  kekuatan  Cina  serta
melindungisekutunya(Revere, 2005). Hadirnya dua
kekuatan besar di kawasan LCSmenimbulkan
dinamika persaingan di antara keduanya, dimana
masing-masing terusmencari pengaruh dan dukungan
di kawasandemi kepentingannya. Salah satu
contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Menhan
ASyang siap memberikan bantuan kekuatan
militersaat Indonesia mengalami ketegangan dengan
Cina di wilayah LCS(Hasan, 2018). Bantuan ini
bukan hanyabentuk dukungan, melainkan juga usaha
ASuntuk meraih simpati dari Indonesia, karena AS
juga sangat membutuhkan dukungan dari negara-
negara anggota ASEAN di kawasan untuk
mempertahankan statusnya sebagai negara super
power.
Strategi Pertahanan Laut Indonesia

Pada dasarnya, kebijakan  pertahanan
Indonesia  diimplementasikan ~ melalui ~ segala

kegiatanpenyelenggaraan pertahanan negaraguna
mengoptimalkan kemampuan dalammenanggulangi
berbagai ancaman. Kebijakan pertahanan negara
tersebut  mencakuppembangunan, pengerahan,
maupun pemberdayaan pertahanan negara didukung
dengan kebijakan penganggaran dan pengawasan.
Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan
terarahbagi segenap komponen pertahanan negara,
baik pertahanan militer maupun nirmiliter. Fungsi
dan peran militer memiliki dua dimensi yakni untuk
melakukan Operasi Militer Perang dan Operasi

Militer Selain Perang, sedangkan pertahanan
nirmiliter memiliki dua fungsi, vyaitu fungsi
pertahanan sebagai usahauntuk menjaga dan

melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah
NKRI dankeselamatan segenap bangsa dari ancaman
nonmiliter, serta fungsi sesuai tugas pokokdalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Indonesia,
2015). Penekanan terhadap permasalahan penguatan
keamanan maritim juga didasari olehmasih tingginya
gangguan keamanan di laut yang disebabkan masih
kurangnyakehadiran ~ dan  pengawasan  aparat
keamanan di laut. Dalam mengatasi hal tersebut,
perlu  dilakukan  program  berupapeningkatan
pengawasan wilayah perairan Indonesia serta
peningkatan sarana danprasarana perbatasan laut.
Sehubungan dengan potensi ancaman di LCS,
konflik yang tengah berlangsung di wilayah tersebut
memang sepertinya tidak bisa diselesaikan dalam
waktu dekat. Walaupun Indonesia bukan termasuk
negara claimant, mau tidak maulndonesia harus turut
mempersiapkan segala kemungkinan yang akan
terjadi.  Doktrin  pertahanan  Indonesia  yang
bersifatdefensif  aktif mengharuskan  Indonesia
mempertahankan kedaulatannya atas kemungkinan
invasi dari pihak asing. Indonesiamemiliki alat
pertahanan negara berupaTNI sebagaikomponen
utama pertahanan yang bertugas menjaga kedaulatan
NKRI (Indonesia, 2004). Seperti yang dijelaskan
bahwa kondisi lingkungan strategis di kawasanLCS
sangatlah dinamis dan memungkinkan terjadinya
konflik dalam skala besar. Oleh karena itu,
diperlukan sebuah strategi yang tepat guna
mengantisipasi hal tersebut. Konsep dasar dari
serangan dan pertahanan adalah letak sumber
kekuatan, dimana terdapatarea yang vital atau
strategis dan di sanalah pusat seranganyang lebih
besar, sehingga pertahanan didalam obyek vital
tersebut juga harus lebih kuat.Bentuk serangan
terkuat adalah serangan yang ditujukan untuk
menduduki fasilitas maritim strategis seperti terminal
pelabuhan,dan membangun blokade yang dapat
berpengaruh terhadap laju ekonominegara. Oleh
karena itu, pulau yang terdekat dengan LCS seperti
Natuna seyogyanya tidak dikembangkan sebagai kota
pelabuhan atau perdagangan, melainkan lebih
dimanfaatkan untuk fungsi pertahanan.Dalam strategi
pertahanan laut, kekuatan pertahanan maritim mutlak
diperlukan. Dalam kondisi apapun, kekuatan militer
yang ada tidak akan mampu menangkal atau
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melakukan serangan balasan tanpa adanyapertahanan
yang memadai. Dengan kata lain, jika Indonesia tidak
memiliki  kemampuan mampuuntuk melakukan
penyerangan, maka Indonesiadapat melakukan
pertahanan. Jika sebuah negara tidak memiliki
kekuatan laut yang superior, maka bertahan
adalahcara paling efektif dalam mengamankan
kedaulatanwilayah ~ dengan cara  penyerangan
balasandi wilayahperairan laut sendiri. Salah satu
keuntungan dari bertahan adalahmenunda sebuah
keputusan. Seperti diketahui bahwa menyerang
musuh membutuhkanperhitungan taktik dan strategi
yang sangat telitidan penuh dengan perhitungan.
Sehingga dengan bertahan, setidaknyamampu
membuat musuh mengambil sebuah keputusan yang
sulit  (Clausewitz, 1989).Dalam pengertian ini,
bertahan bukan berarti bersikap pasif, melainkan
merupakan bentuk dari negosiasi peperangan, dimana
konsep untuk bertahan tersebut sebenarnya didukung
dengan kemampuan konsepMinimumEssensial of
Force (MEF) yang sudah dimulai sejak dari tahun
2012 (Kemhan, 2012). Dalam sebuah strategi
pertahanan maritim diperlukan suatu komando laut
(Corbett, 2015), dimana tugas dari komando laut
tersebut bukanlah untuk menaklukkan wilayah laut
atau menginvasi pantai dalam wilayah musuh,
melainkan untuk mengontrol komunikasi maritim,
baik untukkepentingan komersial maupun
militer.Penguasaan komunikasi laut ini menetapkan
batasan, larangan, dan hak kepada siapapunyang
berlayar di wilayah komando. Penguasaan tersebut
ini dapat berupa otoritas penuh atas properti publik
atau swasta yang berada di laut, sehingga
mempertahankan lautmemang penting, namun
mempertahankankomando laut dari serangan musuh
juga harus diprioritaskan. Dalam strategi pertahanan
laut yang bersifat defensif aktif, Indonesia akan lebih
banyakmelakukan kegiatan observasi dan
pengawasan.Kapabilitas terkuat yang mungkin
dilakukan adalah menggabungkanantara kemampuan
bertahan dan menyerang, dimana posisi bertahan
lebih mudah dilakukan untuktindakan pencegahan,
karena strategi pertahanan laut defensif aktif bukan
merupakan sebuah perang laut untuk menghancurkan
armadalawan, melainkan untuk mencegah
pasukanmusuh  melewati  laut teritorial dan
melindungikapal-kapal kita dalam melaksanakan
kegiatan patroli. Sebagai komponen utama
pertahanan negara di laut, TNl AL dapat melakukan
tindakan guna mengintervensi musuh sebagai
bentuksupremasi komando laut di wilayah kedaulatan
Indonesia. Selain itu, pengetahuanmengenai kekuatan
militer negara yangbersengketa di LCS sangat
penting untuk dilakukan sebagai bahan pertimbangan
dalam merumuskan kebijakan untuk menentukan
strategipertahanan laut yang tepat. Menurut laporan
dariCSISBrief, Cinatengah mengembangkan alutsista
nirawak berupa UAV dan AUV, selain itu Cina
jugaterus mengembangkan rudal jarak jauhlnter
Continental Ballistic Missile(ICBM) danSubmarine

Launch Ballistic Missile (SLBM) (lan & Masao,
2019). Cina juga merupakan negara yang memiliki
senjata nuklir, dimana keberadaan senjata nuklir
tersebut dapat dijadikan alat untuk
memperkuatsistem  pertahanannya baik  ofensif
maupun defensif. Secara ofensif, senjata nuklir
berguna untuk memberikan pengaruh seperti
intimidasi, terhadap negara lain yang lebih lemah,
sedangkan secara defensif, senjata nuklir Cina
berfungsi untuk memberikan efek deterrent bagi
negara yang lebih kuat khususnya AS (Ahyar,
2019).Pada dasarnya, konflik di LCS hingga saat ini
bukanlah merupakan konflik militer, dimana
kekuatan laut Cina tidak secara langsung hadir di
wilayah yang disengketakan. Dalam prakteknya,
kegiatan yang dilakukan oleh Cina adalah
penguasaan secara fisik terhadap wilayah sengketa
dan pembangunan pulau-pulau buatan, selain itu
kapal-kapal nelayan Cina juga secara aktif
melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan
dikawal oleh coast guard Cina yang dalam hal ini
adalah non militer, sehingga dapat diartikan bahwa
perang yang terjadi bersifat hibrida. Secara umum,
perang hibrida dapat diartikan sebagai sinkronisasi
penggunaan beberapainstrumen kekuatan untuk
menyerang spektrumkerentanan suatu negara dalam
mencapaikepentingan strategisnya (Patrick & Erik,
2017). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 tahun 2003 dinyatakan bahwa sistem
pertahanan Indonesia adalah pertahanan
bersifatsemesta yang memadukan segala elemen dan
sumber daya nasional dalam menghadapi ancaman
baik militer maupun nirmiliter, sehingga diperlukan
keterlibatan kementrian dan lembaga terkait
disesuaikan dengan bidang tugasnya dengan
dukungan kekuatan militer dan elemen kekuatan
bangsa lainnya.

4. PENUTUP

Situasi dan kondisi keamanan di perairan
Indonesia  secara  umummasih  menunjukkan
perkembangan yang dinamis dengan masih
adanyapotensi  ancaman instabilitas  kawasan.
Fenomena yang ada memperlihatkan kecenderungan
masih terjadinya kegiatan ilegal di laut berupa
kejahatan lintas negara maupun meningkatnya
eskalasi konflik di LCS, yang dapatmenimbulkan
ancaman terhadap Indonesia. Eskalasi ketegangan
dan konflik antar negara dan perilaku claimants yang
agresif terkait LCS, terutama Cina serta aksi-aksi
kejahatan lintas negara di laut sangat rawan memicu
instabilitas wilayah di Indonesia. Secara realistis,
kondisi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya
wilayah perairan Indonesia dan prospek ancamannya,
serta upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia
membutuhkan kehadiran negara dengan kemampuan
yang tinggi dalam mengelolanya, disamping
kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen untuk
menciptakan stabilitas jangka panjang agar Indonesia
dapat meraih manfaat kemakmuran yang optimal dari
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posisi geopolitik dan geostrategis yang baik. Khusus
untuk permasalahan konflik di LCS, gejolak yang
berkembangdi wilayah tersebutmenuntut Indonesia
menerapkan strategi pertahanan maritim yang tepat
untukmengantisipasi konflik berskala besar yang
mungkin terjadi. Indonesia dapat memperkuat
kapabilitas kekuatan pertahanan maritimnya dengan
memperkuat komando laut, menguasai dan
mengontrol  jalur  komunikasi  maritim  serta
melakukan pengamatan akan kapabilitas militer
pihak-pihak yang terlibat. Dalam pertahanan
menangkal seranganhibrida di LCS, strategi perang
semesta yang melibatkan seluruh komponen sumber
daya yang dimiliki dengan melibatkan instansi lain
yang terkait merupakan salah satu langkah yang
dapat diambil oleh pemerintah, walaupun strategi
maritim yang dibuat tersebut hanya akan memberikan
daya tangkal dan pertahanan yang bersifat sementara
tergantung tingkat konflik yang berkembang.
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